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Ikhtisar Putusan

Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, berstatus
sebagai mahasiswa, dan sekaligus sebagai generasi penerus bangsa yang
mendambakan suatu saat negara Republik Indonesia akan terbebas dari wabah
korupsi, serta bercita-cita untuk menjadi bagian dari KPK, sebagai Penyelidik KPK
setelah menyelesaikan pendidikan di jenjang S1, dan beranggapan bahwa hak
konstitusional para Pemohon potensial dirugikan oleh berlakunya norma yang
dimohonkan pengujian.

Terkait dengan Kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh
para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu
Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap UUD 1945 sehingga Mahkamah berwenang
mengadili permohonan para Pemohon.

Terkait dengan kedudukan hukum para Pemohon, para Pemohon telah
menguraikan kerugian konstitusional yang dianggap dirugikan dengan berlakunya
norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya, karena kata “dapat” dalam
Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 ditafsirkan cenderung bermakna “opsional limitatif”
menjadi “Penyelidik KPK dapat (opsional) berasal dari...” namun terbatas pada
kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi
Pemberantasan Korupsi. Sementara itu, dengan berlakunya pasal a quo, nyata-
nyata telah menegasikan kesempatan para Pemohon yang bercita-cita untuk
menjadi Penyelidik KPK melalui jalur independen. Oleh karena itu, terlepas dari ada
atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan para Pemohon,
menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan



permohonan a quo, oleh karenanya Mahkamah selanjutnya akan
mempertimbangkan pokok permohonan.

Bahwa berkaitan dengan dalil para Pemohon, maka permasalahan
konstitusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah kata
‘dapat’ dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dapat bermuatan “Penyelidik Komisi
Pemberantasan Korupsi dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi
pemerintah lainnya, internal Komisi Pemberantasan Korupsi, dan/atau khalayak
umum”.

Bahwa secara yuridis, tindak pidana korupsi menimbulkan ancaman terhadap
stabilitas dan keamanan masyarakat, melemahkan lembaga dan nilai-nilai
demokrasi, merusak etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan
berkelanjutan dan supremasi hukum, sehingga perbuatan tindak pidana korupsi
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat.
Dengan demikian, tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai
kejahatan biasa (ordinary crimes) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa
(extra ordinary crimes). Oleh karena itu, dalam upaya pemberantasannya tidak lagi
dapat dilakukan “secara biasa” tetapi dibutuhkan “cara-cara yang luar biasa” (extra
ordinary).

Terhadap dall para Pemohon tersebut di atas, Mahkamah
mempertimbangkan, ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 di atas mengatur
bahwa Penyelidik KPK dapat berasal dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah
lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi. Norma Pasal 43 ayat (1)
UU 19/2019 memberikan pembatasan bahwa penyelidik KPK hanya dapat berasal
dari kepolisian, kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal KPK. Hal
tersebut menegaskan bahwa penyelidik KPK tidak dapat diisi dari lembaga/instansi
di luar sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Oleh
karena itu kata ‘dapat’ dalam ketentuan tersebut bukan ditujukan untuk subjek
hukum di luar sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal a quo, akan tetapi
merupakan bentuk pilihan bahwa penyelidik KPK hanya dapat dibenarkan direkrut
dari subjek hukum yang berasal dari lembaga/instansi sebagaimana secara limitatif
telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 tersebut.

Bahwa lebih lanjut dapat dijelaskan keterkaitan norma Pasal 43A ayat (1) UU
19/2019 dengan norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019, sebagaimana yang
dimohonkan pengujiannya oleh para Pemohon, adalah ketentuan Pasal 43A ayat (1)
UU 19/2019 merupakan syarat lanjutan untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK
setelah terpenuhinya syarat utama, yaitu bahwa subjek hukum yang diusulkan
menjadi penyelidik KPK adalah berasal dari lembaga/instansi sebagaimana yang
telah ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan kata lain, bahwa
untuk dapat diangkat menjadi penyelidik KPK haruslah terpenuhi syarat komulatif
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 dan sekaligus Pasal
43A ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, apa yang dikehendaki oleh para
Pemohon dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019,
penyelidik KPK seolah-olah dapat direkrut dari khalayak umum hanya sepanjang
memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU 19/2019 tersebut adalah dalil yang tidak
berdasar.

Bahwa pertimbangan penyelidik KPK secara limitatif dibatasi hanya berasal
dari lembaga/instansi sebagaimana telah ditentukan tersebut di atas, hal tersebut
tidak dapat dipisahkannya dengan ketentuan bahwa penyelidik adalah merupakan
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jabatan yang melekat pada status kepegawaian yang bersangkutan. Oleh karena itu,
pegawai yang akan diangkat menjadi penyelidik harus terlebih dahulu berstatus
sebagai pegawai pada salah satu lembaga/instansi sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019. Dengan demikian, setelah yang bersangkutan
menjadi pegawai salah satu dari lembaga/instansi tersebut baru dapat diangkat
menjadi penyelidik KPK sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 43A ayat (1) UU
19/2019. Hal demikian menegaskan bahwa tidak terbuka ruang/kesempatan bagi
pihak dari luar selain yang disebutkan di atas dapat menjadi penyelidik KPK hanya
sekedar karena memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 43A ayat (1) UU
19/2019, kecuali yang bersangkutan terlebih dahulu diterima sebagai pegawai pada
salah satu lembaga/instansi tersebut di atas.

Bahwa, sementara itu mengenai dalil para Pemohon yang mengaitkan dengan
ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik hanya
berasal dari pejabat polisi negara. Terhadap hal tersebut Mahkamah
mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP adalah norma yang
mengatur tentang ketentuan yang bersifat umum sebagaimana sifat dari KUHAP
yang berlaku secara lex generalis derogat legi specialis, sedangkan ketentuan Pasal
43 ayat (1) UU 19/2019 bersifat lex specialis derogat legi generalis. Di mana
pemberlakuan UU 19/2019 adalah bersifat khusus yang di dalamnya terkandung
adanya kewenangan yang diberikan secara khusus untuk lembaga KPK sebagai
extra ordinary organ. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut mengingat
kewenangan KPK yang mempunyai peran sentral sebagai salah satu lembaga
pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan kewenangan secara khusus
berkenaan dengan perekrutan penyelidik KPK yang dapat berasal baik dari dalam
maupun luar kepolisian, tidak terbatas pada sebagaimana yang diberikan Pasal 1
angka 4 KUHAP.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah telah
jelas bahwa penyelidik KPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU
19/2019 harus hanya berasal dari unsur kepolisian, kejaksaan, intansi pemerintah
lainnya, dan/atau internal KPK sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat
(1) UU 19/2019, dan menurut Mahkamah, KPK memiliki kewenangan untuk
mengangkat sendiri pegawainya untuk menjadi penyelidik di samping pegawai dari
lembaga/instansi lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43 ayat (1) UU
19/2019 yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 43A ayat (1)
UU 19/2019.

Bahwa terkait dengan keinginan para Pemohon agar ketentuan Pasal 43 ayat
(1) UU 19/2019 tersebut dapat mengakomodir khalayak umum tanpa ada
pembatasan, hal tersebut tidak serta-merta menutup kesempatan khalayak umum
termasuk para Pemohon untuk menjadi penyelidik pada KPK. Sebab, keinginan para
Pemohon untuk dapat menjadi penyelidik pada KPK dapat saja terpenuhi sepanjang
para Pemohon terlebih dahulu menjadi pegawai KPK dan hal tersebut sangat
tergantung pada terpenuhi atau tidak syarat sebagaimana yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu dalil para Pemohon yang
mempersoalkan inkonstitusionalitas norma Pasal 43 ayat (1) UU 19/2019 terhadap
Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang
amarnya Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.



